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REFORMASI BIROKRASI DAN PENINGKATAN INVESTASI 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Pemerintah sebagai 
pelayan publik dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pelayanan terpadu satu 
pintu terhadap Peningkatan Investasi di kabupaten Sragen. Selain itu dalam 
penelitian ini juga dipaparkan kendala-kendala yang dihadapi dalam 
melaksanakan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu dalam perijinan investasi di 
kabupaten Sragen. Dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk jenis penelitian 
deskriptif analitis, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka 
dapat disimpulkan bahwa: pertama,  pengaturan perijinan dan investasi 
Pengaturan perijinan dan investasi diatur dalam dalam Undang-Undang nomor 25 
tahun 2009 tentang pelayanan publik, Perpres no 97 tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Permendagri nomor 24 Tahun 
2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Undang-
Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kedua, mekanisme 
perijinan dan investasi satu pintu yang dibangun oleh Pemerintah kabupaten 
Sragen sudah baik namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. 
Ketiga, sebagai upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen untuk mengatasi 
masalah-masalah tersebut perlu di rumuskan konsep dalam membangun sistem 
pelayanan perijinan dan investasi yang efektif  untuk kedepan yang sesuai 
perkembangan zaman agar dapat meningkatkan investasi di kabupaten Sragen. 
 




This study aims to determine the role of the Government as a public servant in 
implementing the government policy of one-stop integrated service to Increase 
Investment in Sragen regency. In addition, in this study also presented the 
obstacles faced in implementing one-stop integrated service policy in investment 
licensing in Sragen regency. Judging from its purpose, this research includes the 
type of descriptive analytical research, using the empirical juridical approach 
method. 
Based on the results of research and discussion that have been done it can 
be concluded that: first, licensing and investment arrangements License and 
investment arrangements set forth in Law number 25 of 2009 on public service, 
Perpres no 97 of 2014 on the Implementation of One Stop Service, Permendagri 
number 24 of 2006 concerning Guidelines on the Implementation of One Stop 
Integrated Services, Law number 25 year 2007 regarding Investment. second, the 
one-door licensing and investment mechanism built by Sragen regency 
government is good but there are still some problems encountered. Third, as an 




to formulate the concept of building an effective licensing and investment service 
system for the future that is in line with the times to increase investment in Sragen 
regency. 
 
Keywords: Public Service, One Stop Integrated Permit, Investment 
 
1. PENDAHULUAN 
Dalam praktiknya iklim investasi di Indonesia masih belum kondusif. 
Para investor baik lokal maupun asing masih enggan menanam modal di 
berbagai sektor yang ada di Indonesia. Ada beberapa alasan mendasar 
yang melatarbelakangi hal tersebut antara lain proses perijinan yang 
berbelit-belit, kualitas infrastruktur kurang memadai, masih banyak daerah 
yang menghambat iklim investasi, stabilitas politik, kepastian hukum bagi 
investor dan praktik pungli yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah 
terhadap investor. 
Semua hal tersebut merupakan tantangan birokrasi sebagai pelayanan 
rakyat mengalami suatu perkembangan yang sangat dinamis seiring 
dengan meningkatnya tingkat kehidupan rakyat yang semakin baik. Rakyat 
semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai 
warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Rakyat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan 
aspirasinya kepada pemerintah. 
Dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis, birokrasi publik 
dituntut harus dapat mengubah posisi dan peran (revitalisasi) dalam 
memberikan pelayanan publik. Dari yang suka mengatur dan memerintah 




kekuasaan, berubah menjadi suka menolong menuju ke arah yang fleksibel 
kolaboratis dan dialogis dan dari cara yang sloganis menuju carakerja yang 
realistik pragmatis. Dengan revitalitas birokrasi publik, pelayanan yang 
lebih baik dan profesional dalam menjalankan apa yang menjadi tugas dan 
kewenangan yang diberikan kepadanya dapat terwujud. 
Salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas 
instansi pemerintah adalah kemampuan dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan adalah pada bidang 
perizinan yang dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Perizinan 
usaha dan investasi selama ini mengandung konotasi negatif yaitu terlalu 
banyak, berbelit-belit, membutuhkan waktu lama dan mahal. Dengan 
adanya keluhan ini, maka diharapkan akan dapat lebih disederhanakan 
melalui pelayanan satu atap satu pintu (terpadu) yang memangkas beban 
administrasi bagi pemerintah daerah dan memudahkan pelaku usaha 
mendapatkan akses sumberdaya untuk pengembangan usahanya.  
Kebijakan pelayanan terpadu satu pintu dimulai dalam rangka 
perbaikan iklim usaha dan investasi. Pemerintah telah mengeluarkan 
Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan 
Iklim Investasi. Instruksi Presiden tersebut sebagai kebijakan strategik 
yang dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan tindakan yang lebih 
kongkrit sebagai terobosan untuk percepatan investasi. Salah satu kegiatan 
atau tindakan yang sangat penting dalam Inpres dimaksud adalah 




pada umumnya dan aktivitas Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi 
(UKMK) pada khususnya. 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian dengan judul “REFORMASI BIROKRASI 
DAN PENINGKATAN INVESTASI (Studi tentang Pelayanan 
Perijinan di Kabupaten Sragen)”. 
1.1 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka 
perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  
1. Bagaimana pengaturan perijinan dan investasi? 
2. Bagaimanakah mekanisme perijinan dan investasi satu pintu yang 
dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sragen untuk meningkatkan 
investasi di daerah? 
3. Bagaimanakah konsep membangun sistem pelayanan perijinan dan 
investasi yang efektif? 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif 
analitis adalah penelitian yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci 




terjadi menurut apa adanya di lapangan.1 Deskripsi meliputi potret subjek, 
rekonstruksi dialog, catatan tertentu; berbagai peristiwa khusus. Dengan 
demikian, laporan atau hasil penelitian akan berisi kutipan-kutipan data 
untuk memberi gambaran hasil penelitian. Dalam hal ini, penelitian 
bermaksud untuk mendeskripsikan mengenai reformasi birokrasi dan 
peningkatan investasi di Kabupaten Sragen.  
2.2 Metode Pendekatan 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu 
melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data yang ada dalam 
praktik yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang 
berlaku. Metode ini bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala 
hukum yang akan diteliti dengan menekankan pemahaman permasalahan, 
khususnya mengenai kebijakan tentang pelayanan perizinan satu pintu 
untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Sragen. 
2.3 Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah di Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman 
Modal Kabupaten Sragen. 
2.4 Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 
diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:2 
a. Sumber data primer 
                                                 
1HB. Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam 
Penelitian. Surakarta: UNS Press. Hal.111 





b. Sumber data sekunder  
2.5 Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui 2 
(dua) cara  sebagai berikut : 
a. Wawancara 
b. Studi Kepustakaan 
2.6 Teknik Analisi Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis model interaktif (Interaktif Model of Analysis), terdiri dari tiga 
komponen analisis data, reduksi data, pengujian data dan penarikan 
kesimpulan merupakan rangkaian kegiatan analisis secara berurutan dan 
saling susul menyusul.3 
 
3. HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pengaturan Perijinan dan Investasi 
Salah satu indikator pemerintahan yang baik adalah tersedianya 
pelayanan publik yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk 
mengaksesnya dan adanya kepastian waktu, biaya, aman, nyaman serta 
ramah. Pengaturan perijinan diatur dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 
2009 tentang pelayanan publik, Perpres no 97 tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
                                                 




Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu, sasaran 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah: 
a. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, 
pasti dan terjangkau;  
b. Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.  
Adapun tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah:  
a. meningkatkan kualitas layanan publik;  
b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk 
memperoleh pelayanan publik. 
Pengaturan perijinan dan investasi diatur dalam dalam Undang-
Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, Perpres no 97 
tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 
Permendagri nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 
tentang Penanaman Modal. 
 
3.2 Mekanisme perijinan dan investasi terpadu satu pintu yang 
dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen untuk 
meningkatkan investasi daerah. 
 
Dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah  dijelaskan tujuan pemberian otonomi adalah berupaya 




kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan 
pemerataan. Jadi kualitas layanan aparatur pemerintah kepada masyarakat 
merupakan indikator keberhasilan otonomi daerah.4 
Keberadaan BPTPM untuk memberikan kemudahan pelayanan 
dibidang perizinan dengan prinsip dapat dipercaya, mudah, murah, cepat 
dan transparan melalui satu pintu (one stop service). Artinya, segala 
urusan yang berkaitan dengan izin–izin yang semula tersebar dibeberapa 
unit kerja dapat diselesaikan di BPTPM yang memberikan informasi 
kepada masyarakat secara jelas tentang target waktu yang pasti, prosedur 
yang jelas dan biaya yang transparan. 
Maksud didirikannya BPTPM Kabupaten Sragen adalah untuk 
menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima dan 
satu pintu. Hal tersebut diharapkan dapatmendorong terciptanya iklim 
usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan investasi dalam rangka 
pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Sragen. Adapun prinsip 
dari pelayanan prima adalah sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan 
Menpan Nomor 81 Tahun 1993, antara lain: sederhana, jelas, aman, 
transparan, effisien, ekonomis, adil dan tepat waktu. 
Mekanisme perijinan dan investasi satu pintu yang dibangun oleh 
pemerintah Kabupaten Sragen untuk meningkatkan investasi daerah telah 
sesuai dengan standart pelayanan dan diatur dalam Peraturan Bupati 
Sragen nomor 19 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur 
                                                 
4Tugiyono. Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Sragen, 




Pelayanan Umum di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Sragen. Dengan adanya penerapan perizinan satu pintu 
menjadikan masyarakat yang ingin berinvestasi atau membangun sebuah 
usaha menjadi lebih nyaman karena sudah terpusat di sini.Lokasi investasi 
yang strategis yang diincar para investor masih di satu titik di sekitaran jl 
Sukowati. Karena dianggap paling menguntungkan. Sehingga tempat 
yang disediakan untuk lahan investasi di daerah utara masih kurang 
peminatnya. 
 
3.3  Konsep dalam membangun sistem pelayanan perijinan dan 
investasi yang efektif 
Dalam pelaksanaan sistem pelayanan terpadu satu pintu penanaman 
modal di Kabupaten Sragen terdapat beberapa  kendala-kendala sebagai 
berikut : 
a. Dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu di BPTPM 
Kabupaten Sragen fungsi dan peranan kelembagaan penanaman 
modal belum dirasakan maksimal karena masih dipandang sebelah 
mata bagi para investor / pengusaha terutama menengah keatas. 
b. Dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu Penanaman 
Modal di Kabupaten Sragen masih ditemukan belum adanya 
keterpaduan aturan perizinan antar kementrian, sehingga terjadi 
duplikasi izin usaha yang menambah rentetan jumlah izin yang 




c. Belum adanya keterpaduan aturan perizinan antar 
kementrian,sehingga terjadi duplikasi izin usaha yang menambah 
rentetan jumlah izin yang harus dimiliki pengusaha. Masih ada 
aturan izin usaha yang berlaku dari kementrian terkait, misal 
SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi) dari Menteri 
Perhubungan, Izin Usaha Industri dari Menteri Perindustrian 
sementara dari BKPM sudah mengeluarkan izin usaha Penamaman 
Modaluntuk kegiatan usaha tersebut; 
d. Dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu Penanaman 
Modal di Kabupaten Sragen, masih terdapat kendala dalam 
pelaksanaan LKPM bagi pengusaha kecil-menengah di Kabupaten 
karena para pengusaha belum mengetahui apa itu LKPM, fungsi, 
manfaat, hak dan kewajibannya sehingga kadang kurang kooperatif 
pada petugas BPTPM.  
e. Dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu 
Penanaman Modal di Kabupaten Sragen dengan adanya batasan 
pengajuan permohonan Izin Usaha dengan nilai investasi diatas 
Rp. 10 Milyar melalui Provinsi, terkadang menyebabkan 
Kabupaten kurang kontrol, baik data perusahaan, proses perizinan 
sampai terbitnya SK perizinan.  
Idealnya pemerintahan yang baik (good governance) yang diharapkan 
adalah, pemerintahan yang menjadi milik masyarakat, yakni pemerintah 




masyarakat.5 Masyarakat diberdayakan sehingga mampumengontrol 
pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. Dengan adanya kontrol dari 
masyarakat, pelayanan publik akan menjadi lebih baik karena mereka akan 
memiliki komitmen yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih kreatif dalam 
memecahkan masalah. Pelayanan yang diberikan oleh birokrat ditafsirkan 
sebagai kewajiban, bukan hak karena mereka diangkat oleh pemerintah 
untuk melayani masyarakat. 
Oleh karena itu, harus dibangun komitmen yang kuat untuk melayani 
sehingga pelayanan akan dapat menjadi lebih responsif terhadap 
kebutuhan masyarakat dan dapat merancang model pelayanan yang lebih 
kreatif serta lebih efisien, dengan demikian, teori apapun yang bermakna 
tentang pelayanan publik harus didasarkan pada suatu konsep kepentingan 
publik yang asli pada birokrasi pemerintahan. 
Model ideal kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Perijinan 
Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Sragen ke depan yg 
sesuai perkembangan zaman sebagai berikut:6 
a. Perlu sinkronisasi dan standarisasi masalah kelembagaan PTSP 
b. Perlu komitmen nasional tentang system pelayanan yang seragam 
(sama)  
c. Segera diadakan revisi struktur organisasi disesuaikan dengan 
kebutuhan daerah  
                                                 
5 David Osborne dan Peter Plastrik. 2004. Memangkas Birokrasi : Lima Strategi Menuju 
Pemerintahan Wirausaha. Abdul Rastid dan Ramelan (terj), Jakarta; PPM, h.322-323 
6 Tugiyono,Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Sragen. 




d. Perlu kaderisasi SDM sejak dini di pelayanan terpadu satu pintu 
e. Perwujudan Reformasi Birokrasi melalui penegakan hukum yang 
efektif.  
Hukum juga seharusnya berperan dan diperankan untu mengangkat 
kualitas kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakatagar menjadi 
mulia, adil dan sejahtera.7 Langkah-langkah antisipatif yangperlu dilakukan 
oleh Indonesia dalam membangun karakter hukumnya pada era globalisasi 
ini adalah antara lain; selektivitas dalam pengambilan atau adopsi hukum, 
harmonisasi hukum domestik dengan hukum Internasional harus mampu 
menjaga stabilitas ekonomi nasionaldan lebih menguntungkan rakyat, 
kejelasan Indonesia dalam keikutsertaannya perjanjian internasional secara 
publik, menjadikan hukum Indonesia sebagai hukum prefentif bukan hanya 
solutif, dan yang terakhir adalah perlu adanya peningkatan dalam penegakan 
hukum.8 
Untuk menuju hubungan lembaga pemerintahan yang 
seimbangdibutuhkan chekcs and balances agar kepentingan antar 
lembagapemerintah dapat dipelihara dengan baik.9 Kiranya perlu dipikirkan 
model pendekatan kebijakan yang menekankan pada penedekatan hubungan 
yang bersifat humanis transcendental, yang menekanpentingnya hubungan 
                                                 
7 Satjipto Rahardjo. 2002. “Indonesia Jangan Menjadi Negara Hukum Kacangan”, Kompas, 
Agustus 2002. 
8 Absori. 2013. Politik Hukum Menuju Hukum Progresif. Surakarta. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta Press, hal 6 
9 Absori, Hukum Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Muhammadiyah University Press, 




baik dan mencegah kemungkaran dan pengawasaan antar lembaga yang 
bersifat ilahiyah, yakni tangung jawab kepada Tuhan.10 
Disamping itu perlu dipikirkan adanya model pelayanan yang 
menekankan pendekatan yang sifatnya alternative lain. Hal ini diperlukan 
terutama dalam menyelesiakan pelayanan agar tidak menimbulkan masalah. 
Untuk itu dibutuhkan adanya upaya partisipatif.11Disamping itu diperlukan 
adanya perlindungan hukum yang menghormati hak hak warga Negara, 
yakni masyarakat termasuk dalam pelayanan publik , juga perlu perhatian 




a. Pengaturan perijinan dan investasi diatur dalam dalam Undang-
Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, Perpres no 
97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu, Permendagri nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Undang-Undang 
nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 
                                                 
10 Absori, Kelik dan Saepul Rochman, Hukum Profetik, Kritik terhadap Paradigma Hukum Non 
Sistemik, Genta Pulishing, Yogyakarta, 2015, hal 259. 
11 Absori, Khudzaefah Dimyati dan Kelik Wardiono, Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan 
Melalui Lembaga Alternatif, Yogyakarta: Mimbar Hukum, Fakultas Hukum UGM, 2008, hlm. 375. 
12 Absori, Perlindungan Hukum Hak Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia pada Era 
Otonomi Daerah,: Jurnal Jurisprudence, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 




b. Mekanisme perijinan dan investasi satu pintu yang dibangun oleh 
pemerintah Kabupaten Sragen untuk meningkatkan investasi daerah 
telah sesuai dengan standart pelayanan dan diatur dalam Peraturan 
Bupati Sragen nomor 19 tahun 2014 tentang Standar Operasional 
Prosedur Pelayanan Umum di Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Sragen. Dengan adanya penerapan 
perizinan satu pintu menjadikan masyarakat yang ingin berinvestasi 
atau membangun sebuah usaha menjadi lebih nyaman karena sudah 
terpusat di sini.Lokasi investasi yang strategis yang diincar para 
investor masih di satu titik di sekitaran jl Sukowati. Karena dianggap 
paling menguntungkan. Sehingga tempat yang disediakan untuk 
lahan investasi di daerah utara masih kurang peminatnya. 
c. Konsep membangun sistem pelayanan perijinan dan investasi yang 
efektif adalah yang dapat memenuhi standart pelayanan prima. 
Model ideal kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan 
Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten 
Sragen ke depan yg sesuai perkembangan zaman sebagai 
berikut:13Perlu sinkronisasi dan standarisasi masalah kelembagaan 
PTSP; Perlu komitmen nasional tentang system pelayanan yang 
seragam (sama); Segera diadakan revisi struktur organisasi 
disesuaikan dengan kebutuhan daerah ; Perlu kaderisasi SDM sejak 
                                                 
13 Tugiyono,Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Sragen. 




dini di pelayanan terpadu satu pintu dan Perwujudan Reformasi 
Birokrasi melalui penegakan hukum yang efektif.  
4.2 Saran 
a. Pengaturan perijinan dan investasi telah ada dan jelas, sehingga dalam 
membuat kebijakan atau peraturan yang lain dibawahnya tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. 
b. Mekanisme perijinan dan investasi satu pintu yang dibangun oleh 
pemerintah Kabupaten Sragen untuk meningkatkan investasi daerah 
sudah sesuai prosedur. Sehingga patut ditingkatkan kembali, agar 
tidak terjadi penurunan investasi di kabupaten Sragen. 
c. Dalam membangun konsep sistem pelayanan perijinan dan investasi 
yang efektif perlunya reformasi birokrasi berupa peningkatan mutu 
pelayanan dan mutu sumber daya manusia agar lebih ditingkatkan 
serta peningkatan sarana dan prasarana yang ada. Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen agar diperhatikan 
waktu dalam pengesahan surat ijin, agar dapat dipersingkat kembali 
sehingga para investor tidak menunggu terlalu lama. 
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